BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Menimbang

o

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI SUMBA TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655),

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495nL



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5715);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun

2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1223);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

Mel;letapkan

dan
BUPATI SUMBA TIMUR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kahupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.L
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20.

Eupati adalah Bupati Sumba Timur.
€Camatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah

Kabupaten.

I(J:amat adalgh pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan
ertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD,

adalah APBD Kabupaten Sumba Timur.
Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain,

Selan'jytnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat se tempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.
Pemeriritah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai

unsur penyelenggara pemerintah desa.
Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah

dan ditetapkan secara demokratis.
Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan

Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
untuk menyepakati hal yang bersifat

Badan Permusyawaratan Desa

strategis.
Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat
Desa dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur

kewilayahan.

Staf adalah pembantu Kepala Urusan dan pembantu Kepala Seksi.
Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang
diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab
tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk

diangkat kembali.
Diberhentikan tetap yang selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu
keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap.
Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan
kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala

Dusun.
Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi
pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda,

perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di Desa.
Pengangkatan Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka

mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh
Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengangkatan

Desa yang meliputi kegiafn penentuan persyaratan,

Perangkat
pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon

.
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24.

25.

26.

g:;lgna;?gtarll) adal&ll)h kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengangkatan
. at Desa berupa pelaksanaan seleksi bagi Cal I
diperolehnya hasil. ® e
Planltla Pengangkatan Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk
oleh Ksapala Des_a. untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan
penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.

Bakal Calon Perangkat' Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah
Warga Nege'u"a Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan
kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan
Perangkat Desa.

Calon Perangkat ]?esa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon
yang .telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh
Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dengan
persetujuan BPD.

Hari adalah hari kerja.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

TEF@ ™o Q0 o

(1)
(2)

3)

(4)

(1)

Pemerintah Desa;

Pengangkatan Perangkat Desa;
Pemberhentian Perangkat Desa;
Kekosongan Jabatan Perangkat Desa;
Unsur Staf Perangkat Desa;

Pakaian Dinas ddn Atribut Perangkat Desa;
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
Kesejahteraan Perangkat Desa; dan
Larangan dan Sanksi.

BAB III
PEMERINTAH DESA

Pasal 3
Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan dibantu oleh

Perangkat Desa.

Perangkat Desa terdiri dari :

a. Sekretariat Desa;

b. Pelaksana Kewilayahan; dan

c. Pelaksana Teknis.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud
sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

pada ayat (3) berkedudukan

Pasal 4
Sekrefariat Desa sebagaimanxdimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a
dipimpin oleh Sekretaris Desa.



(2) Sekr_e'tariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak
terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan
ke}langan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan
yaltl:1 urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.

(3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh
Kepala Urusan.

Pasal 5

(1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas
kewilayahan.

(2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1_) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang
dl.butu‘hkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas
wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta
sarana prasarana penunjang tugas.

(3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi,
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

(4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

Pasal 6

(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c
merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas
operasional.

(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak
terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan,
dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan
serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.

(3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh
Kepala Seksi.

) Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

a

BAB IV
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Persyaratan Pengangkatan

Pasal 8
(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari yang telah memenuhi

persyaratan.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. warga Negara Republik Indonesia;
b. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; |
d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau scderaJat;L



(3)

—e

berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua)
tahun pada saat pendaftaran;

berkelakuan baik, jujur dan adil;

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman
badan atau hukuman percobaan;

tldak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani
pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada
publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai
pelaku kejahatan berulang-ulang;

berbadan sehat;

bagi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Staf sanggup
bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat; dan

bagi Kepala Dusun sanggup bertempat tinggal di Dusun wilayah
kerjanya selama menjabat.

Persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan
dengan :

a.

b.

lane)

5

foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru yang dilegalisir oleh Pejabat
yang berwenang;

surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat
oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;

surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka, yang dibuat oleh yang
bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

foto copy/salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan
jjazah terakhir yang diiegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat
pernyataan dari pejabat yang berwenang;

surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;

surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa yang
bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat S (lima) tahun atau lebih,;

surat keterangan catatan kepolisian;

surat keterangan kesehatan dari dokter yang dikeluarkan oleh Direktur
RSUD atau Kepala Puskesmas;

surat pernyataan bersedia menetap di wilayah desa yang bersangkutan
setelah diangkat menjadi Perangkat Desa;

surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik apabila
diangkat menjadi Perangkat Desa,

surat pernyataan tidak menjadi anggota dan pengurus organisasi
terlarang;

keputusan pemberhentian sebagai anggota BPD dari Bupati bagi calon
Perangkat Desa dari BPD;

surat izin; dari pembina kepegawaian bagi calon Perangkat Desa dari
PNS/ASN;\‘ ‘



n.

0.

(4) Pegawai Negeri Sipil yang mencal

foto copy akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang

berwenang; dan
Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang

bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
onkan diri menjadi Perangkat Desa harus

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan harus
memperoleh Surat lzin dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau

pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
(S) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diangkat menjadi Perangkat
sementara dan jabatannya selama menjadi

Desa, yang bersangkutan dibebaskan
Perangkat Desa tanpa

kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 9

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai

berikut:

a.

b.

.

Kepala Desa dapat membentuk Tim/Panitia yang terdiri dari seorang
ketua, seorang sekretaris dan mimimal seorang anggota,

Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat
Desa yang dilakukan oleh Tim;

pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa
dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat
desa kosong atau diberhentikan;

hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling
rendah 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada

Camat;
Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat

Desa paling lambat 7 (tujuh) han;
rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan
berdasarkan persyaratan yang ditentukan; _
dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan
Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Df.:sa
melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat

Desa

(2) Tugas Panitia Pengangkatan Perangkat Desa adala}‘I N N
a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya RS

b.

c.

Perangkat Desa;

; e katan
menyusun jadwal waktu dan tempat proses pe laksanaan.r?eﬂ?aﬁi;m
Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsu
kepada Camat;

; : Desa,
menyusun Rencana Anggaran Biaya Pc"gangkémn P“fdgg}?;m-
dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kep2 ::kat Desa
menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan Psm,zp Camat;
dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan ;
menerima pendaftaran Bakal Calon;



melaksanakan penelitian persyaratan Bakal ¢

mengumumkan Calon kepada masyarakat;

. melneliti kebenaran keberatan masyarakat terhad

mengajukan Calon yang lolos atas keberatan masyarakat kepad

Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa: P

menyelenggarakan seleksi bagi Calon yang berhak mengikuti-’

k. mempersiapkan  segala  sesuatu yang bcrhubungan’
pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;

. membuat berita acara hasil seleksi untuk disampaikan kepada Camat
melalui Kepala Desa; dan

m. melaporkan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala

Desa.

alon;

- W

ap Calon;

[
.

dengan

(3) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB V
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 10
(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi

dengan Camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; dan
c. diberhentikan.

(3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
a, dan huruf B, ditetapkan dengan keputusan Kepala DC_’SH
disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah
ditetapkan untuk mendapatkan rekomendasi Camat.

(4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud
c karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputus
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. berhalangan tetap;

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangk

e. melanggar larangan sebagai perangkat dcsf{- ada ayat (2) huruf

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada @
¢ wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Ear at (9) didasarkan

(6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaiSUd ay
pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

(2) huruf
dan

pada ayat (2) huruf
an pengadilan yang

at Desa; dan



Pighonn Kedug
Vecrnihierhientian Sementarg

sl 11

(1) Peranghat  Desa diberhentian  sementarn oo, Kepals  Desa  setelah

(4

()

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

hetkonsnltas) dengan Camat,

Pambierhentian sementoarn Pernnglot Deg sehagsiimana dimaksud pada

ayil (1) liareni

i, ditetuplon tebap Il'!h‘"'fi'."v“ dalam tindak pidans korupsi, terorisme,
bt dan /ot tindale pidona terhadap kenmang Nepara;

b, dinyntabasn sebogal terdakwa yong, dinncam dengan pidans penjara
paling lomn b () tahan berdasarkan register perkara dj pengadilan;

o, diietaplan sebagul terdalowing dan

d, melangpar mrnngan sehagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan
ketentunn peraturan perundang-undangan,

Peranpknt Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud

pada nynl (2) huruf a, hurut b dan huruf ¢ diputus bebas atau tidak

terhuktl bersalnh oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap

makn poling lnmbat 10 (sepulub) bari sejak penctapan putusan pengadilan

ditorima oleh Perangkat  Desua,  Perangkat Desa  yang  bersangkutan

menyampnikan petikan putusan pengadilan kepada Kepala Desa.

Kepiln Desa menganktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan

ncbagai Pernngkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya paling

lambat 20 (dua puluh) hari sejak Kepala Desa menerima petikan putusan

pengndilan nebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Jangkan  waktu  selama menjalani pemberhentian  sementara  tetap

diperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Desa.

BAB VI
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

' Pasal 12
Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Pcrangkat Desa maka tugas
Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang
memiliki posisi jnbatan dari unsur yang sama.
Pelaksana Tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan
kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujub) hari terhitung sejak
tanggal surat penugasan,
Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan
scjak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VII
UNSUR STAF PERANGKAT DESA

. Pasal 13
Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.

Unsur staf scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memban®
Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan cha]aLchilayahan sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
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BAB VI1]
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DEA

39

Pasal 14

at desa ditetapkan dep
an peraturan perundan

Pakaian dinas dap atribut perangk
yang berpedoman dengan ketentu gan Peraturan Bupati

g-undangan.

_ BAB IX
. PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA

Pasal 15

angkat Desa yang telah di

Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihgan awal r:;sgakitxgiznizi
program-program pelatihan yang dilaksanakan
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemeri

(2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1
APBD Kabupaten dan APBDesa serta sumber lain yang

(1) Perangkat Desa dan staf Per

oleh  Pemerintah,
ntah Desa.

) dibebankan pada
sah.

BAB X
KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 16
(1) Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan
dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya
yang sah.

(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari
APBDes dan sumber lain yang sah;

BAB XI
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 17
Perangkat Desa dilarang :

a. merugikan kepentingan umum; o
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendir,
pihak lain dan/atau golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban dan
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga
masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok m?syar o
f. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana ter
Hegaia; . ng, barang,
g. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menenn;ll&il k:::u%usan e
’ dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengart
tindakan yang akan dilakukarmyaL

anggota keluarga,

/atau haknya;
dan/atau golongan

kat desa;
hadap keamanan

h. menjadi pengurus partai politik;

]
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1. meniad;
j mcn}adl anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
: Blfr angkaptlabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota
D dan jabatan lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan

Perundangan-undangan;
k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan

Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;

l. melanggar sumpah/janji jabatan;

m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut maupun
tidak berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat

dipertanggungjawabkan; dan
n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundangan-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat

menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 18

(1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf
i, huruf j, huruf k, huruf 1, huruf m, dan huruf n, dikenai sanksi berupa

teguran tertulis oleh Kepala Desa.

(2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling tinggi 3
(tiga) kali.

(3) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan,
Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang
bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke 3 (tiga)

diterima.
(4) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindak pidana dan perkaranya telah
diproses oleh aparat penegak hukum, maka Kepala Desa dalam

memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis.
) Perangkat Desa yang berstatus tersangka dalam suatu tindak pidana

5 . ; .

( kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dan/atau menjalani
proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana, Kepala

Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19
Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap
melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan

pengangkatannya



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pada sg Pasal 20
berkaitajtd:s;:\urag Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan yang
diatur Bl o ppngalngkatan dar.\ pemberhentian perangkat desa yang
Kabupaten Simbn 7 ;i‘a N49 sampal dengan Pasal 63 Peraturan Daerah
Pemilihan, Pengan kat; or;olr 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,
Perangkat Beee (Leg b n, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan
Nomor 16 Tanmahm aran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2006
124) seba’ai an Lefnbaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor
Tim ’ gaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba
ur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabl'l}-:)aten Sumba Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2012
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 455),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
»Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
2 2 OKTOEER 01T

Diundangkan di Waingapu
KTOBER. 208

N BA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR%Z..
DAERAH KABUPATEN SUM
LE?&BOA;A :EGISTRASI SERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NI(Q)OVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 02
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAN KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR ' TAMUN 2018

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERIENTIAN PERANGKAT DESA

Bahwa untuk swilaksanakan betentuan Fasal 1) Prratusan Meniten
Dhalasr Negrri Nosmew A1 Tahus 2015 temtang Pengangkatan dan
Pemlesrhwantian Perangikat [wea whagirsans ‘riah  deglah  dengan
Peraturan Mentert [Dalass Negers NSossor 67 Tahun 20017 tentang
Prrubmban Atas Peraturan Menteri Dalasn Negry: Megubdos  fredone ssa
Nomor A Tahun 2015 watang Progangkatas des  Pemberbentan
Prrangikat Uwea. peedy  sembestuk Prraturen (heerad  tentang
Progangsatan dan Pembartentian ferangia’ [waa

PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Cuslenag pelas
Pasal 2

Culkugp pelan
Paaal )

Crualkaigs prlas
Pasal 4

Culup jelas
Pasal 5

Culugp whas
Pasal @

Cukup wiae
Pasal 7

Culup wias
Pasa A .
Culiug pelns
Pasal 9

Culup jelas
Pasal 10

Culrag pwlas
Pasal 1

Cuoup jebae
Panal

Culiup jelas
Pasel 11

Cukup elas
Pasal 14 .

Cpleup jeias

i5

Cukup wies
Passl 10
L Cubup jeias



Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Jika setelah surat teguran ke 1 (satu) diterima dan dalam jangka
waktu 90 (sembilan puluh) hari Perangkat desa yang
bersangkutan tidak menunjukan sikap perbaikan maka di berikan
surat teguran ke 2 (dua), Jika setelah surat teguran ke 2 (dua)
diterima dan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari Perangkat
* desa yang bersangkutan tidak menunjukan sikap perbaikan maka
di berikan surat teguran ke 3 (tiga) dan jika setelah surat teguran
ke 3 (tiga) diterima dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
Perangkat desa yang bersangkutan tidak menunjukan sikap
perbaikan, Kepala Desa memberhentikan sementara perangkat
desa yang bersangkutan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas



